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ABSTRAK

Inovasi teknologi telah mengubah manajemen keuangan publik secara mendalam, terutama dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengeksplorasi peran teknologi seperti e-
budgeting, e-procurement, blockchain, dan big data dalam meningkatkan administrasi keuangan publik. Melalui
pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur, temuan menunjukkan bahwa teknologi secara signifikan
meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan publik dengan mengurangi risiko korupsi, mempercepat proses,
dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap
perubahan, biaya implementasi yang tinggi, dan ancaman keamanan siber masih menjadi hambatan. Oleh
karena itu, strategi implementasi yang dirancang dengan baik sangat penting untuk memanfaatkan potensi
teknologi di sektor publik dan memastikan adopsi yang sukses.
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‘ABSTRACT

Technological innovation has profoundly transformed public financial management, particularly in enhancing
efficiency, transparency, and accountability. This study explores the role of technologies such as e-budgeting, e-
procurement, blockchain, and big data in improving public financial administration. Through a qualitative
approach based on a literature review, findings reveal that technology significantly enhances the performance
of public financial management by reducing corruption risks, accelerating processes, and promoting data-driven
decision-making. However, challenges such as resistance to change, high implementation costs, and
cybersecurity threats remain persistent barriers. Consequently, a well-designed implementation strategy is
crucial to fully harness the potential of technology in the public sector and ensure its successful adoption.
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Pendahuluan

Efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah menjadi tantangan global di era
modern. Administrasi keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (Shodievich, 2024). Hal ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan anggaran negara untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas digunakan
secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh
(Sanakulovna, 2025; Wahbi & Bennazzou, 2024), manajemen keuangan yang efektif tidak hanya
memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan strategis, tetapi juga meminimalkan
potensi penyalahgunaan dana publik.

Dalam konteks global, tantangan dalam administrasi keuangan publik sering dikaitkan dengan isu-isu
seperti inefisiensi, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas. Sebagai contoh, laporan dari Transparency
International mengungkapkan bahwa sektor keuangan publik sering kali menjadi salah satu bidang yang
paling rentan terhadap praktik korupsi (Nasreen et al., 2024). Kerentanan ini muncul dari kompleksitas
sistem keuangan yang melibatkan banyak pelaku, prosedur yang panjang, dan kurangnya transparansi
dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi telah memberikan peluang besar
untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Teknologi telah menjadi katalisator transformasi tata kelola
keuangan publik, mendukung terciptanya sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Balaji,
2025). Inovasi teknologi seperti e-budgeting, e-procurement, blockchain, dan big data telah
diimplementasikan di berbagai negara sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan publik (Lastanti & Djasuli, 2024).

Efisiensi melalui Teknologi

Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengotomatisasi berbagai proses dalam administrasi
keuangan publik. Sebagai contoh, sistem e-budgeting memberikan kemampuan untuk merancang dan
mengelola anggaran secara digital (Salahudin et al., 2024). Sistem ini mengurangi kesalahan manual
yang sering terjadi pada proses pengelolaan anggaran tradisional. Selain itu, e-budgeting memfasilitasi
integrasi data di berbagai kementerian, sehingga analisis anggaran secara keseluruhan menjadi lebih
mudah dikelola dan komprehensif.

Sebagai gambaran, sistem e-budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
berhasil mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses penyusunan anggaran (Fairuzyah et al.,
2024). Dengan adanya transparansi dalam proses ini, masyarakat dapat mengakses informasi terkait
alokasi anggaran dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Transparansi sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Transparansi merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam administrasi
keuangan publik, transparansi berarti menyediakan akses yang mudah bagi publik untuk mendapatkan
informasi yang relevan, termasuk bagaimana anggaran negara direncanakan, dialokasikan, dan
digunakan. Teknologi modern, seperti blockchain, memainkan peran penting dalam menciptakan sistem
keuangan yang transparan (Ahmed, 2025; Chen et al., 2024).

Blockchain memungkinkan pencatatan setiap transaksi keuangan secara digital dan terdesentralisasi,
memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa otorisasi.

Sebagai contoh, Estonia merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengintegrasikan blockchain
ke dalam sistem administrasi publiknya. Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah Estonia dapat
memonitor setiap transaksi keuangan secara real time, memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai
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dengan rencana anggaran (Ibrahimy et al., 2025). Selain itu, blockchain memfasilitasi audit yang lebih
cepat dan lebih efisien karena semua data disimpan dengan aman dalam sistem digital.

Inovasi Teknologi dalam Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area dalam administrasi keuangan publik yang sering
menjadi sumber inefisiensi dan korupsi. Sistem pengadaan barang dan jasa tradisional biasanya
melibatkan proses manual yang panjang dan rentan terhadap manipulasi (Firmansyah et al., 2024).
Namun, dengan munculnya teknologi e-procurement, pemerintah dapat membangun sistem pengadaan
yang lebih kompetitif, transparan, dan akuntabel.

E-procurement memungkinkan pemerintah untuk mengelola proses penawaran secara online, mulai dari
pengumuman hingga evaluasi dan kontrak. Sistem ini memastikan bahwa semua peserta lelang
memiliki akses yang sama terhadap informasi, sehingga mengurangi potensi kolusi atau praktik-praktik
tidak adil lainnya. Sebagai contoh, India telah menerapkan Government e-Marketplace (GeM), sebuah
platform nasional untuk pengadaan barang dan jasa secara online (Dastan et al., 2025). Dengan
menggunakan platform ini, pemerintah India telah menghemat miliaran rupee setiap tahunnya.

Peran Big Data dalam Pengambilan Keputusan

Big data merupakan salah satu inovasi teknologi yang memiliki potensi besar untuk mendukung
pengambilan keputusan berbasis data di sektor publik. Dalam konteks administrasi keuangan publik,
big data memungkinkan pemerintah untuk menganalisis pola pengeluaran, mengidentifikasi inefisiensi,
dan merancang kebijakan yang lebih efektif (Sajnovi¢ et al., 2024).

Sebagai contoh, pemerintah Korea Selatan telah menggunakan big data dalam sistem perencanaan
anggarannya (Lee et al., 2024; Sajnovié et al., 2024). Dengan menganalisis data dari berbagai sumber,
pemerintah dapat memprediksi kebutuhan anggaran di masa depan, mengidentifikasi bidang-bidang
yang membutuhkan alokasi tambahan, dan mengurangi pengeluaran yang tidak efisien. Selain itu, big
data dapat digunakan untuk mendeteksi anomali dalam transaksi keuangan, yang sering Kkali
mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan dana.

Tujuan dan Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran inovasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam administrasi keuangan publik, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang
dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan
literatur, penelitian ini menyelidiki bagaimana teknologi seperti e-budgeting, e-procurement,
blockchain, dan big data telah diterapkan di berbagai negara dan dampaknya terhadap kualitas
pengelolaan keuangan publik (Islam, 2025; Valle-Cruz & Garcia-Contreras, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji tantangan utama yang dihadapi dalam
menerapkan teknologi, termasuk resistensi terhadap perubahan, biaya implementasi yang tinggi, dan
ancaman keamanan siber. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk
meningkatkan kualitas administrasi keuangan publik melalui pemanfaatan teknologi.

Manfaat Teknologi dalam Administrasi Keuangan Publik

Menerapkan teknologi dalam administrasi keuangan publik membawa banyak manfaat, terutama dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu manfaat utamanya adalah
peningkatan efisiensi operasional; dengan mengotomatiskan proses manual seperti perencanaan dan
pengadaan anggaran, pemerintah dapat secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan

65



Zainuri SENAPENTRA, vol (1) 2025: 63-73

untuk tugas-tugas ini (Barngetuny, 2024). Otomatisasi ini tidak hanya merampingkan alur kerja, tetapi
juga meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

Selain efisiensi operasional, teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi. Alat-
alat seperti blockchain dan e-budgeting memfasilitasi akses publik yang lebih besar terhadap informasi,
sehingga warga negara dapat memantau penggunaan dana publik secara lebih efektif. Transparansi yang
meningkat ini menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan konstituennya, karena masyarakat
dapat melihat bagaimana uang pajak mereka digunakan.

Selain itu, teknologi memperkuat akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Teknologi
memungkinkan pencatatan transaksi secara rinci dan terstruktur, yang menyederhanakan proses audit
dan pengawasan. Dengan pelacakan aktivitas keuangan yang tepat, akan lebih mudah untuk meminta
pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga memperkuat
praktik-praktik etis di dalam lembaga-lembaga pemerintah.

Manfaat lain yang signifikan adalah berkurangnya risiko korupsi. Dengan menciptakan sistem yang
lebih transparan dan kompetitif, teknologi dapat membantu mengurangi peluang untuk melakukan
praktik korupsi (Sakuntala et al., 2024). Ketika proses pengadaan dilakukan secara daring dan informasi
mudah diakses, kemungkinan terjadinya kolusi atau kegiatan curang akan berkurang.

Namun, penting untuk dicatat bahwa manfaat ini hanya dapat terwujud sepenuhnya jika teknologi
diimplementasikan dengan strategi yang matang. Hal ini melibatkan partisipasi aktif semua pemangku
kepentingan, termasuk entitas pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan
pendekatan kolaboratif yang memaksimalkan dampak positif dari kemajuan teknologi.

Tantangan dalam Implementasi Teknologi

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi teknologi dalam administrasi keuangan publik
penuh dengan tantangan. Salah satu hambatan yang signifikan adalah resistensi terhadap perubahan;
banyak pegawai pemerintah yang sering kali ragu-ragu untuk beradaptasi dengan teknologi baru,
sebagian besar disebabkan oleh kenyamanan mereka dengan sistem tradisional (Camacho, 2024; Deék,
2024)

Keengganan ini dapat memperlambat proses adopsi dan menghambat efektivitas integrasi teknologi
secara keseluruhan.

Selain itu, biaya yang terkait dengan implementasi teknologi bisa sangat besar. Teknologi canggih,
seperti blockchain dan big data, membutuhkan investasi awal yang signifikan dalam infrastruktur dan
pelatihan sumber daya manusia. Beban keuangan ini dapat menimbulkan tantangan, terutama bagi
pemerintah yang beroperasi dengan anggaran terbatas.

Keamanan siber juga menjadi perhatian penting di era digital. Seiring dengan meningkatnya
ketergantungan terhadap teknologi, begitu pula ancaman terhadap keamanan data (Camacho, 2024).
Melindungi informasi keuangan yang sensitif dari serangan siber dan pelanggaran menjadi sangat
penting, sehingga diperlukan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data publik.

Terakhir, kesenjangan digital masih menjadi masalah yang mendesak, terutama di negara-negara
berkembang, di mana akses terhadap teknologi bisa jadi terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil.
Kesenjangan ini dapat menghambat implementasi teknologi yang adil dalam administrasi keuangan
publik, sehingga membuat sebagian masyarakat dirugikan.

Secara keseluruhan, meskipun integrasi teknologi dalam administrasi keuangan publik menawarkan
banyak manfaat, namun penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif untuk
memastikan bahwa potensi penuh teknologi dimanfaatkan demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
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Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat merancang strategi implementasi yang
lebih efektif untuk memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat yang optimal dalam tata kelola
keuangan publik.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah survei komprehensif terhadap sumber-sumber ilmiah, seperti buku, artikel
jurnal, dan tesis, yang memberikan gambaran umum mengenai temuan-temuan utama, konsep, dan
perkembangan yang terkait dengan masalah atau pertanyaan penelitian tertentu. Hal ini berfungsi
sebagai dasar untuk memahami kondisi pengetahuan saat ini di bidang tertentu dan mengidentifikasi
kesenjangan atau area untuk eksplorasi lebih lanjut. Dalam konteks administrasi keuangan publik,
tinjauan literatur menyoroti peran inovasi teknologi dalam mengatasi inefisiensi, meningkatkan
transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas.

Inovasi Teknologi dalam Administrasi Keuangan Publik

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sarana teknologi seperti e-budgeting secara signifikan
meningkatkan transparansi anggaran dengan memungkinkan akses publik secara real-time ke informasi
anggaran. Misalnya, (Nadelman & Negrén, 2024; Perevyshin dkk., 2022; Salahudin dkk., 2024)
menekankan bahwa sistem e-budgeting memungkinkan pemerintah merampingkan proses perencanaan
dan pelaksanaan anggaran sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi yang
lebih besar. Selain itu, e-procurement telah terbukti mengurangi biaya yang terkait dengan pengadaan
barang dan jasa dengan menciptakan sistem penawaran yang lebih kompetitif. (Mahuwi & Israel, 2024)
menyoroti bahwa platform e-procurement tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga
meminimalkan peluang korupsi dengan memastikan proses pengadaan yang adil dan transparan.

Blockchain untuk Akuntabilitas dalam Keuangan Publik

Teknologi blockchain telah muncul sebagai alat transformatif untuk meningkatkan keamanan dan
akuntabilitas dalam transaksi keuangan publik. Menurut (Mahuwi & Israel, 2024), blockchain
menyediakan buku besar yang tidak dapat diubah untuk mencatat transaksi, sehingga hampir tidak
mungkin untuk mengubah atau memanipulasi data tanpa terdeteksi. Fitur ini menyederhanakan proses
audit dan mengurangi risiko penipuan keuangan. Dengan memastikan bahwa semua transaksi dicatat
dengan aman dan mudah dilacak, teknologi blockchain memperkuat kepercayaan publik terhadap
integritas sistem manajemen keuangan publik.

Tantangan dalam Penerapan Teknologi

Terlepas dari potensi manfaatnya, penerapan teknologi dalam administrasi keuangan publik bukannya
tanpa tantangan. Penelitian oleh (Hyman, 2024; Sethanna, 2024) mengidentifikasi resistensi terhadap
perubahan, terutama dari pemangku kepentingan internal pemerintah, sebagai penghalang yang
signifikan untuk mengadopsi teknologi baru. Banyak pegawai pemerintah yang terbiasa dengan sistem
tradisional dan mungkin enggan untuk beralih ke platform digital. Selain itu, tingginya biaya
implementasi, termasuk investasi dalam infrastruktur dan pelatihan, menimbulkan tantangan keuangan,
terutama bagi pemerintah dengan anggaran terbatas.

Masalah penting lainnya adalah ancaman keamanan siber, yang telah menjadi semakin umum di era
digital. Memastikan keamanan data keuangan yang sensitif membutuhkan langkah-langkah yang kuat
untuk mencegah pelanggaran dan akses yang tidak valid. Selain itu, kesenjangan digital masih menjadi
hambatan yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang di mana akses terhadap teknologi
tidak merata, dan daerah pedesaan sering kali tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk
mendukung sistem digital tersebut.
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Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Literatur menggarisbawahi potensi transformatif teknologi dalam administrasi keuangan publik,
khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, literatur ini juga
menyoroti  perlunya mengatasi tantangan-tantangan yang signifikan, seperti resistensi terhadap
perubahan, biaya implementasi, dan risiko keamanan siber, untuk sepenuhnya mewujudkan manfaat
dari inovasi-inovasi ini. Dengan mensintesis temuan-temuan ini, kajian ini memberikan landasan untuk
mengeksplorasi strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengoptimalkan
penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tinjauan literatur. Data
dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan artikel
online. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan dari berbagai penelitian
sebelumnya untuk mengidentifikasi peran teknologi dalam administrasi keuangan publik, serta
tantangan dan peluang yang ada.

Pendekatan kualitatif sangat cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan eksplorasi mendalam
terhadap kompleksitas seputar penerapan teknologi dalam manajemen keuangan publik. Dengan
mensintesiskan informasi dari berbagai sumber, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang komprehensif mengenai bagaimana inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan
transparansi dalam administrasi keuangan publik.

Metode tinjauan literatur memfasilitasi identifikasi tema-tema utama dan tren dalam pengetahuan yang
ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik hubungan antara berbagai penelitian dan
menyoroti area-area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya
analisis, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan rekomendasi praktis bagi para pembuat
kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik.

Melalui metodologi ini, penelitian ini berupaya mengungkap wawasan tentang efektivitas berbagai
perangkat teknologi, seperti e-budgeting, e-procurement, dan blockchain, dalam mengatasi tantangan
yang dihadapi oleh administrasi keuangan publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengeksplorasi hambatan-hambatan dalam adopsi teknologi, termasuk resistensi terhadap perubahan
dan biaya implementasi, sehingga dapat memberikan perspektif yang menyeluruh mengenai kondisi
manajemen keuangan publik saat ini dalam konteks kemajuan teknologi.

Hasil dan Pembahasan
Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi

Teknologi seperti e-budgeting telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk
meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DI Jakarta telah
mengadopsi e-budgeting untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang
telah disetujui. Sistem ini memungkinkan pelacakan alokasi anggaran dan pengeluaran secara real-time,
sehingga memungkinkan pejabat pemerintah dan masyarakat untuk memantau aktivitas keuangan
secara dekat.

Dengan menggunakan e-budgeting, pemerintah dapat menyederhanakan proses penganggaran,
mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Integrasi alat digital
memfasilitasi manajemen dan analisis data yang lebih baik, sehingga memungkinkan pengambilan
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keputusan yang lebih tepat (Erica et al., 2024). Selain itu, transparansi yang disediakan oleh e-budgeting
menumbuhkan kepercayaan publik, karena warga negara dapat mengakses informasi mengenai
bagaimana dana publik dialokasikan dan dibelanjakan.

Penerapan e-budgeting tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong
akuntabilitas di dalam pemerintah (Salahudin et al., 2024). Dengan adanya catatan yang jelas mengenai
keputusan dan pengeluaran anggaran, akan lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban pejabat
atas praktik manajemen keuangan mereka. Tingkat pengawasan yang lebih tinggi ini dapat mencegah
potensi penyalahgunaan dana dan mendorong tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Secara
keseluruhan, adopsi e-budgeting di DKI Jakarta menjadi contoh yang menarik tentang bagaimana
teknologi dapat mentransformasi administrasi keuangan publik, yang mengarah pada peningkatan
transparansi dan efisiensi dalam mengelola sumber daya publik.

Peran Blockchain dalam Keamanan Data

Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang aman dan transparan. Dalam
konteks keuangan publik, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem audit yang lebih
efisien dan mengurangi potensi korupsi. Dengan memanfaatkan sifat blockchain yang terdesentralisasi,
setiap transaksi dicatat dalam buku besar yang tidak dapat diubah, memastikan bahwa data tidak dapat
diubah atau dirusak tanpa persetujuan peserta jaringan (Ahmed, 2025).

Fitur keamanan yang melekat pada blockchain ini secara signifikan meningkatkan integritas data
keuangan. Dalam administrasi keuangan publik, di mana akuntabilitas dan kepercayaan merupakan hal
yang terpenting, kemampuan untuk menjaga catatan yang akurat dan tidak dapat diubah sangatlah
penting (Efunniyi et al., 2024). Setiap transaksi yang tercatat di blockchain diberi cap waktu dan
ditautkan ke transaksi sebelumnya, menciptakan jejak audit yang komprehensif yang dapat dengan
mudah diverifikasi oleh auditor dan regulator (Achebe et al., 2024).

Selain itu, transparansi yang diberikan oleh teknologi blockchain memungkinkan para pemangku
kepentingan, termasuk entitas pemerintah dan masyarakat, untuk mengakses dan memverifikasi
transaksi keuangan secara real time. Keterbukaan ini mendorong akuntabilitas, karena menjadi lebih
sulit bagi praktik korupsi untuk luput dari perhatian. Dengan adanya sistem yang transparan, warga
negara dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih besar terhadap bagaimana dana publik dikelola dan
dialokasikan.

Singkatnya, adopsi blockchain dalam keuangan publik berfungsi sebagai sebuah alat yang kuat untuk
meningkatkan keamanan dan integritas data. Dengan menciptakan sistem audit yang lebih efisien dan
mengurangi kesempatan untuk korupsi, teknologi blockchain dapat membantu menumbuhkan budaya
transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan publik.

Tantangan dalam Implementasi Teknologi

Implementasi teknologi dalam administrasi keuangan publik menghadapi berbagai tantangan yang
dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan yang signifikan adalah resistensi terhadap
perubahan dari pemangku kepentingan internal pemerintah (Karaca et al., 2024). Banyak pegawai di
instansi pemerintah yang terbiasa dengan sistem dan proses tradisional, yang menyebabkan keengganan
untuk mengadopsi teknologi baru. Resistensi ini dapat berasal dari rasa takut akan hal yang tidak
diketahui, kekhawatiran tentang keamanan kerja, atau hanya karena merasa hyaman dengan praktik-
praktik yang sudah mapan (Lim et al., 2025). Mengatasi resistensi ini membutuhkan strategi manajemen
perubahan yang efektif, termasuk pelatihan dan komunikasi untuk menunjukkan manfaat teknologi
baru.

69



Zainuri SENAPENTRA, vol (1) 2025: 63-73

Tantangan penting lainnya adalah kebutuhan akan investasi yang besar. Teknologi canggih sering kali
membutuhkan biaya di muka yang signifikan untuk infrastruktur, perangkat lunak, dan pelatihan.
Pemerintah yang beroperasi dengan anggaran terbatas mungkin akan kesulitan mengalokasikan sumber
daya yang diperlukan untuk investasi semacam itu (Hidayat et al., 2024). Hambatan keuangan ini dapat
menunda atau bahkan mencegah adopsi teknologi inovatif yang dapat meningkatkan manajemen
keuangan publik.

Selain itu, ancaman keamanan siber juga menjadi perhatian utama dalam lanskap digital. Ketika sistem
keuangan publik menjadi semakin bergantung pada teknologi, sistem tersebut juga menjadi lebih rentan
terhadap serangan siber dan pembobolan data (Adejumo & Ogburie, 2025; Umoga et al., 2024).
Memastikan keamanan informasi keuangan yang sensitif adalah hal yang paling penting, sehingga
diperlukan langkah-langkah dan protokol keamanan siber yang kuat. Pemerintah harus berinvestasi
dalam infrastruktur keamanan dan terus memperbarui sistem mereka untuk melindungi dari ancaman
yang terus berkembang.

Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, sangat penting untuk mengembangkan strategi
implementasi yang matang untuk memastikan keberhasilan adopsi teknologi dalam administrasi
keuangan publik (Bahati Nkone, 2024; Chiwawa & Wissink, 2024). Strategi ini harus mencakup
program pelatihan yang komprehensif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan, rencana
anggaran yang jelas untuk mengelola biaya investasi, dan fokus yang kuat pada keamanan siber untuk
melindungi data publik. Dengan secara proaktif mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dapat
memposisikan diri mereka dengan lebih baik untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Kesimpulan

Inovasi teknologi telah membuka peluang yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan publik. Kemajuan-kemajuan ini sangat penting untuk
memodernisasi cara pemerintah mengelola dana publik, yang pada akhirnya mengarah pada pemberian
layanan yang lebih baik dan peningkatan kepercayaan publik. Namun, keberhasilan penerapan
teknologi ini membutuhkan perencanaan yang matang untuk mengatasi tantangan seperti resistensi
terhadap perubahan dan ancaman keamanan siber.

Untuk memfasilitasi proses ini, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam program pelatihan
komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dengan membekali pegawai
dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi teknologi baru, pemerintah
dapat menumbuhkan budaya penerimaan dan kemampuan beradaptasi.

Selain itu, ada kebutuhan akan kerangka kerja regulasi yang mendukung integrasi teknologi ke dalam
sektor publik. Kerangka kerja seperti itu akan memberikan pedoman dan standar yang jelas untuk
penggunaan teknologi, memastikan bahwa inovasi diimplementasikan secara efektif dan bertanggung
jawab.

Terakhir, kolaborasi dengan sektor swasta dan institusi akademis dapat secara signifikan mempercepat
adopsi teknologi. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor-sektor ini, pemerintah
dapat meningkatkan kemampuan teknologi mereka dan mendorong inovasi dalam manajemen
keuangan publik.

Singkatnya, meskipun potensi manfaat teknologi dalam administrasi keuangan publik sangat besar,
namun untuk mewujudkan manfaat tersebut bergantung pada perencanaan strategis, pelatihan,
dukungan peraturan, dan upaya kolaboratif. Dengan mengatasi area-area Kritis ini, pemerintah dapat
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membuka potensi penuh dari inovasi teknologi untuk meningkatkan manajemen keuangan publik dan
melayani masyarakat dengan lebih baik.
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